BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 71 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak pada  Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unsur pelaksana
sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang
tertentu yang terkait dengan perlindungan perempuan dan
anak, maka tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak yang diatur dalam Peraturan Bupati
Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beralih
menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, perlu diubah dan
ditinjau kembali;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Soppeng.
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri  Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 532);

12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

13.

14.

15.

16.

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi Dan
Kabupaten Dan Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor
125);

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019
Nomor 40).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SOPPENG.

Pasall

BeberapaketentuandalamPeraturanBupatiSoppengNomor 40 Tahun 2019
tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
pada DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencanaKabupatenSoppeng (Berita
Daerah KabupatenSoppengTahun 2019 Nomor 40) diubahsebagaiberikut:

1. Ketentuanayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehinggaPasal 3
berbunyisebagaiberikut:

Pasal 3
(1) SusunanOrganisasiDinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang KualitasHidup Perempuan:
1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
2. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
3. SeksiKetahanan dan KualitasKeluarga.
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak:
1. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
2. Seksi Perlindungan Perempuan.
e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan:
1. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga
Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
1. Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana;
2. Seksi Pembinaan dan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan/Struktur,SusunanOrganisasisebagaimanatercantumdalam Lampiran
yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

2. KetentuanPasal 15 diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 15

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,terdiri dari:
a. SeksiPemenuhanHak dan Perlindungan Anak; dan
b. SeksiPerlindungan Perempuan.

3. KetentuanPasal 19 dihapus.

Pasalll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal, 17 Desember 2020

BUPATI SOPPENG,
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A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal, 17 Desember 2020
s m~. /
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/42 -SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,
S/4 WA\
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATAKERJA

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG.

BAGAN/STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKERTARIAT

SUB BAGIAN
SUB igg;ﬁi&l\:;ﬁé DAN PERENCANAAN DAN SUB BAGIAN KEUANGAN
PELAPORAN

BIDANG KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN

BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PERGERAKAN

BIDANG KELUARGA BERENCANA,
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

A

I

SEKSI PENGARUSUTAMAAN
GENDER

SEKSI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SEKSI KETAHANAN DAN KUALITAS
KELUARGA

SEKSI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

— SEKSI ADVOKASI DAN PERGERAKAN

SEKSI JAMINAN BER- KELUARGA
BERENCANA

SEKSI PENYULUHAN DAN
PENDAYAGUNAAN PETUGAS LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA DAN KADER
KELUARGA BERENCANA

SEKSI PEMBINAAN DAN KESERTAAN
BER- KELUARGA BERENCANA

—| SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
INFORMASI KELUARGA

UPT

SEKSI KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

BUPATI SOPPEN G,

_— - -~

e L T
A, HaswAD AT AT
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